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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

1. Pengaturan tentang masyarakat hukum adat telah tersebar dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD NRI Tahun 1945, UU 

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria 

(UUPA), UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 26 

Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 Tahun 

2014 Tentang Perkebunan, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU 

Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, dalam UU Kehutanan 

masih belum terdapat ruang untuk pemberian hak masyarakat hukum adat 

secara menyeluruh, dimana hutan (baik hutan negara maupun hutan adat) 

masih belum dimiliki oleh masyarakat adat sepenuhnya.  Hal ini yang 

kemudian diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.  

2. Lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 memberikan batasan atas 

wewenang negara dalam kepemilikan hutan adat. Implikasi putusan MK 

nomor 35/PUU-X/2012 secara khusus diterima oleh dua pihak, yakni: 

pemerintah dan masyarakat hukum adat. Pemerintah berkewajiban 

mengeluarkan kebijakan hukum baru melalui peraturan kementerian 

terkait, sedangkan masyarakat hukum adat memiliki otoritas pengakuan 

atas hak-hak mereka secara jelas dan tegas berupa kebebasan untuk 
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mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam 

wilayah hutan adat. Proses pengelolaan dan pemanfaatan ini akan 

mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat ke fase lebih 

berkembang lagi. 

5.2  Saran 

1. Tersebarnya pengaturan tentang masyarakat hukum adat justru 

memberikan kompleksitas tersendiri dalam hal implementasinya. Oleh 

sebab itu, kedepannya perlu integrasi secara menyeluruh dalam hal 

pengaturan masyarakat hukum adat kedalam satu peraturan perundang-

undangan saja. Hal ini dapat menunjukkan adanya peran konkrit 

pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat serta menjamin 

terlaksananya hak-hak trasidional masyarakat hukum adat. 

2. Putusan MK tentu memberikan dampak bagi sistem hukum di Indonesia, 

termasuk putusan MK tentang pengujian UU Kehutanan tersebut. Oleh 

sebab itu, pemerintah sebagai pihak yang menerima konsekusnsi dari 

lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 seharusnya sedari awal 

mengeluarkan peraturan bersama kementerian terkait. Hal ini 

dimaksudkan agar penyelesaian persoalan hak-hak masyarakat hukum 

adat tidak bergantung lagi pada berbagai regulasi turunan yang ada. 
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